BAB I11

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan, berkaitan dengan wanprestasi
dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, maka
dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-
masing pihak ditentukan oleh Dapur Roti Bu Haryati yang kemudian
disepakati oleh pihak bakul. Pengaturannya hanya dalam bentuk lisan atau
tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam
pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati. Adapun
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian
konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati disebabkan oleh faktor kesengajaan
dari pihak bakul selaku konsinyi.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di
Dapur Roti Bu Haryati adalah melalui negosiasi untuk mencapai
kesepakatan bersama. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara

perdata secara perdamaian.
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B. Saran
Ditarik dari kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan hukum ini
penulis ingin memberikan saran, sekiranya membantu dan dapat berguna bagi
para pihak yaitu Dapur Roti Bu Haryati dan bakul yaitu :

1. Dalam membuat dan menentukan isi perjanjian konsinyasi, sebaiknya
melibatkan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidak
seimbangan kedudukan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban
yang diatur dalam isi perjanjian.

2. Membuat dan mengatur isi perjanjian dengan ketentuan pembebanan
ganti kerugian serta jumlah nominal yang akan dibayarkan para pihak,
bilamana dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana telah diatur dalam isi
perjanjian. Hal ini akan menjadi sangat penting jika ketentuan tersebut
sudah diatur dalam isi perjanjian, karena pihak yang tidak melakukan
kewajibannya (wanprestasi) secara otomatis akan membayar sejumlah
ganti kerugian yang dibebankan tanpa melakukan penyelesaian

masalah melalui negosiasi terlebih dahulu.
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